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Komist 1V DPR Kunjungi Sarpras Milik KKP

Dun, Pefabunian lkan Kok Jorok

Senayan menyayangkan buruknya kualitas prasarana

dan infrastruktur penunjang milik Kementerian Kelautan
dan Perikanan (KKP). Sekolah dan pelabuhan perikanan
terlihat memprihatinkan, Kondisi itu pula yang membuat

sektor ini kurang memberi kontribusi signifikan bagi

perekonomian nasional.

WAKIL Ketwa Komisi [V DPR
Hasan Aminuddin menutur-
kan, pihaknya melakukan kun-
Jungan kerje spesifik ke heberapa
wilayah dalam rangka memantau
kondisi sarang dan prasarana
(sarpras) kelautan dan perikanan,
Hasilnya, sungguh mencengang-
kan. Di Pelabuhan Perikanan
Samudera Nizam Zachman
Jakarta, ternyata kondisi pelabu-
hannya dak terawal.

Komist IV juga mencnukan
ada dualisme kewenangan antara
KKP dan Perum Perindo dalam
pengelolaan pasar ikan yang

Lerletak di Muara Bare Ujung,
Jakarta Utara ini. Padahal,
pelabuhan dan Pasar [kan yang
dikelola KKP ini terbilang
modern,

“Masyarakat dan pedagang
tidak mau pindah ke Pasar kan
Modern (PIM) setelah meli-
hat kondisi PPS (Pelabuhan
Perikanan Samudera, red) ko-
tor, berbau dan terkesan tidak
erawal,” kata Hasan di Jakarta,
kemarm,

Nausib serupa juga dialami
Pelabuhan Perikanan Tegalsari,
Hasan menemukan kondisi

Pelabubian Perikanan yang be-
rada di Kota Tegal ini, dalam
kondisi vang-menyedihkan.
Tidak hanya itw, para pelaku
perikanan mengeluh, pelabu-
han sudah mengalami over ka-
pisitas sehingza tidak bisa lagi
menampung kapal perikanan
yang ada,

Yang lebib-ironis, seko-
fah Politekmk Perikanan dan
Kelautan Karawang vang schar-
usnya bisa mencetak manusia-
manusia andal di scktor peri-
kanan juga kendisi bangunan-
nya memprihatinkan. Komisi
IV DPR mendapati, bangunan
sckolah yang dikelola KKP ini
kurang terawat dan kumub,

“Tidak mencerminkan
kesiapan pemerintah mem-
bangun fasilitas pendukung
untuk mencetak lulusan yang
berkualitas sesvai perkem-
bangan saal ni,” tegas politisi

Fraksi Nasdem ini.

Hasan menuturkan, regulas)
terkait penvelenggaraan peri-
kanan teriuang dalam Undang-
Undang Nomar 43 Tahun 2019
tentang Perikanan dan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2016.
Regulasi ini bertujuan me-
maksimalkan pemanfaatan pe-
manfaatan sumber daya ikan
secara lestari, meningkatkan
pendapatan negara melalui
ckspor, Termasuk, meningkat-
kan-taraf hidup pelaku peri-
kanan utamanya nelayan dan
petambak.

Savangnya pada praktelcnva
di Tapangan, banyak ditemui
faktor-faktor penghambat uniuk
menmgkatkan produkfivitas dan
kualitas perikanan dan kelautan
diTndonesia.

“Banyak hal penunjang vang
tidak siap atau tidak mendukung,
vakni [aktor sarpras kelautan

dan perikanan, Penggunaan
alat penangkapan tkan yang
fidak ramah lingkungan serta
masih minimnya jumleh kuali-
tas SDM dalam meningkatkan
sektor kelautan dan perikanan,”
Jelasnya,

Kondisi ini pula, lanjut dia,

yang membuat sarpras bidang
perikanan dankelautan Indonesta
masih sangat tertinggal jauh
di antara negara-negara Asia
Tenggara. Karena itu, harus
ada perencanaan matang dan
fokus kepada sasaran utama
untuk memastikan sarpras yang
dibangun dapat meningkatkan
kesejahteraan dan kemakmuran
bagi takyat Indonesia.

Untuk 1w, pihaknya mere-
komendasikan agar dilakukan
pengawasan terhadap sarpras
serta permasalahan masya-
rakat bidang kelautan dan
perikanan. mKAL


http://www.tcpdf.org

